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	1. PEMILIHAN KEPALA DESA  SERENTAK
TAHUN 2021
DI KABUPATEN BANYUMAS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 


	2. DASAR HUKUM
1. UU  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP
Nomor 11 Tahun 2019
3. Perda Kab. Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Banyumas Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Perda Kab. Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa
4. Perbup No. 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
5. Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pilkades sebagaimana Telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peremndagri 72 Tahun 2020
 


	3. KEBIJAKAN UMUM PILKADES  2021
SE BUPATI 141.1/4970
 Pilkades serentak 2021 direncanakan dilaksanakan tanggal 15
Desember 2021 dengan Pelantikan Calon Terpilih pada tanggal 23
Desember 2021.
 Dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) maka
ada penyesuaian tahapan Pilkades sesuai ketentuan protokol
kesehatan.
 ASN, TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pilkades serentak 2021
mengikuti ketentuan di instansinya masing-masing kaitannya dengan
netralitas dan hak pilih.
 


	4.  Dalam pelaksanaan  Pilkades serentak tahun 2021, Badan
Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa,
Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades harus netral dan
tidak diskriminatif kepada salah satu calon Kepala Desa.
 Bagi Kepala Desa incumbent yang masih menjabat dan akan
mencalonkan kembali agar mengajukan cuti kepada Bupati melalui
Camat pada saat mencalonkan diri kembali.
 Bagi Kepala Desa yang cuti, tugas dan kewajiban Kepala Desa
dilaksanakan oleh sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas.
KEBIJAKAN UMUM PILKADES 2021
SE BUPATI 141.1/4970
 


	5.  Untuk mencegah  penyebaran Covid 19 maka tiap TPS hanya
diperbolehkan maksimal 500 pemilih dengan jarak antar TPS
disesuaikan dan waktu pemilihan dijadwal mulai pukul 07.00-12.00
sehingga mengurai kerumunan masa dan agar menyediakan TPS
khusus untuk pemilih yang sedang terpapar Covid 19.
 Daftar Pemilih Sementara mengacu Daftar Pemilih Tetap pada
Pemilihan Presiden tahun 2019. Pemerintah Desa dapat berkoordinasi
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyumas untuk sinkronisasi data sebagai dasar penambahan Daftar
Pemilih Tambahan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap.
KEBIJAKAN UMUM PILKADES 2021
SE BUPATI 141.1/4970
 


	6.  Pelaksanaan Pemilihan  Kepala Desa dalam Kondisi Pandemi Covid 19
sepenuhnya memperhatikan Protokol Kesehatan, dan jika ada yang
melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan
yang berlaku.
 Camat agar membentuk Panitia Kecamatan melalui Surat Keputusan
Bupati yang susunan keanggotaanya terdiri dari Forkompincam,
Pegawai Kecamatan dan dapat melibatkan unsur Puskesmas/
Kesehatan dan/atau Gugus tugas Covid 19 tingkat Kecamatan
kaitannya dengan pencegahan penyebaran Covid 19.
KEBIJAKAN UMUM PILKADES 2021
SE BUPATI 141.1/4970
 


	7. TAHAPAN PILKADES
  


	8. 1.PERSIAPAN
 PEMBENTUKAN PANITIA  PEMILIHAN DAN PANITIA
PENGAWAS OLEH BPD.
 Pengambilan sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan dan
Panitia Pengawas Pilkades oleh BPD, dilanjutkan pembekalan
oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
 Penyusunan jadwal waktu, RAB, Tata Tertib dan Penetapan
Jumlah TPS dengan Persetujuan BPD serta konsultasi ke
Panitia Pemilihan Kecamatan
 Pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan Pilkades
kepada Bupati
 


	9. Pemutakhiran
DPT Pemilu terdekat
berdasarkan  kondisi
nyata penduduk
desa dengan
melibatkan Ketua
RT
Penetapan
DPS
Penetapan
DPT
Penetapan
DPTam
Pengumuman
dan Perbaikan
DPTam (3 hari)
Pengumuman
DPT
2. PENDAFTARAN PEMILIH
Perbaikan DPS meliputi :
1. penulisan nama;
2. penulisan tempat dan tanggal
lahir;
3. pemilih yang terdaftar sudah
meninggal dunia;
4. pemilih terdaftar ganda;
5. pemilih yang terdaftar sudah
tidak memenuhi syarat
sebagai pemilih, antara lain
telah pindah kependudukan
ke desa lain, pemilih sudah
tidak berdomisili di Desa 6
bulan berturut-turut, menjadi
narapidana dan lain-lain.
Perbaikan DPTam meliputi :
1. Penduduk yang belum berumur 17
(tujuh belas) tahun tetapi telah/pernah
kawin, belum terdaftar dalam DPS
dan/atau DPTam;
2. Penduduk memenuhi syarat pemilih
tetapi belum terdaftar sebagai pemilih
dengan sebab lainnya, antara lain pada
saat tanggal hari pemungutan suara
telah berumur 17 tahun, belum berumur
17 tahun tetapi sudah menikah, Mantan
narapidana yang telah menjalani masa
pidananya dan telah kembali ke
masyarakat, Penduduk pindah datang
ke desa dan telah berdomisili selama 6
bulan berturut-turut dan lain-lain.
 


	10. PERSYARATAN PEMILIH
a. penduduk  desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pengganti Kartu
Tanda Penduduk Elektronik sesuai aturan perundang-
undangan atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa
setempat berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
b. sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan
di Desa setempat pada saat pengesahan DPS terhitung sejak
yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Pindah
kepada Pemerintah Desa setempat;
 


	11. PERSYARATAN PEMILIH
c. terdaftar  sebagai pemilih dalam DPT;
d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
e. pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh
belas) tahun atau telah/pernah kawin.
f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan
berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
 


	12. PEMILIH
 Seorang pemilih  hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar
pemilih.
 Dalam hal terdapat seorang pemilih mempunyai lebih dari 1
(satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat
pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana
yang akan digunakan dalam pendaftaran pemilih dan surat
pernyataan dimaksud disahkan oleh Kepala Desa dan
diketahui Camat.
 Panitia Pemilihan memutakhirkan dan memvalidasi Daftar
Pemilih sesuai data penduduk di desa
 


	13. PEMILIH
 Panitia Pemilihan  dapat menggunakan DPT Pemilihan Langsung Presiden,
Anggota Legislatif, Gubernur atau Bupati yang waktu pelaksanaannya terdekat
dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang
bersangkutan.
 Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan cara
memperbaiki dan menambah DPT Pemilihan Langsung berdasarkan kondisi
nyata penduduk desa setempat disesuaikan dengan syarat-syarat pemilih
 Dalam pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih Panitia Pemilihan wajib
melibatkan Ketua RT setempat.
 Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan, disusun berurutan berdasarkan abjad
untuk setiap Dusun atau Rukun Warga (RW) dan ditetapkan menjadi DPS
Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
 


	14. 3.PENCALONAN KEPALA DESA
PERSYARATAN  KEPALA DESA
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat yaitu antara lain Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan
Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh
Pemerintah;
 


	15. e. berusia paling  rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman
badan atau hukuman percobaan;
h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak
pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana
penjara;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 


	16. j. tidak pernah  dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik pada tempat-tempat strategis di wilayah desa
setempat, secara tertulis pada media massa yang berlaku nasional dan
menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan
yang menunjukan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,;
k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh
untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan
kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pada RSUD Kabupaten;
 


	17. l. tidak pernah  menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan Kepala Desa yang berlaku di
Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
m.sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan
setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat
paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
n. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat
minimal tingkat Kepolisian Sektor;
o. sanggup memenuhi kelengkapan administrasi
 


	18.  Bagi Kepala  Desa yang masih aktif yang akan
mendaftarkan diri dan mencalonkan diri kembali untuk
periode masa jabatan berikutnya wajib mengajukan
cuti sebagai Kepala Desa paling lambat terhitung sejak
mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
 Bagi Calon Kepala Desa dari PNS, Anggota POLRI,
Anggota TNI, BUMN, BUMD, Pegawai Tidak Tetap
pada instansi pemerintahan dan Perangkat Desa wajib
mengajukan cuti atau ijin tidak melaksanakan tugas-
tugas pekerjaannya kepada instansi masing-masing
selama mengikuti proses pencalonan Kepala Desa
sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum hari pemungutan dan
penghitungan suara
 


	19.  Bagi Calon  Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD,
wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-
lambatnya 1 (satu) hari sebelum BPD membentuk Panitia
Pemilihan dan Panitia Pengawas.
 Bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan ijin tertulis
dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendaftarkan
diri dan mengikuti proses pencalonan Kepala Desa sesuai
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
 Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Anggota Tentara Nasional Indonesia sanggup
mengundurkan diri dari keanggotaan Kepolisian Republik
Indonesia atau keanggotaan Tentara Nasional Indonesia
terhitung mulai pada saat dilantik menjadi Kepala Desa
definitif
 


	20. Pengumuman
Pendaftaran Balon Kades
Pendaftaran  Balon Kades
(9 hari)
Balon Kades
yang mendaftar
kurang dari 2
orang
Balon Kades
yang mendaftar
lebih dari 5
orang
Perpanjangan
Pendaftaran
Selama 7 hari
Seleksi Tambahan
untuk menentukan
5 orang Balon
Penelitian Persyaratan
Administrasi Balon
(2 hari)
Melengkapi syarat administrasi
dan memberikan penjelasan
(5 hari)
Pengembalian
Persyaratan yang
tidak memenuhi
syarat
 Penetapan dan Pengumuman Balon
yang memenuhi syarat administrasi
 pengajuan keberatan masyarakat
 tanggapan panitia atas keberatan
masyarakat (7 hari)
Penetapan Calon Kepala Desa
oleh BPD
(Minimal 2 orang maksimal 5 orang)
PENDAFTARAN BALON
 


	21. CALON KADES
YANG MENGUNDURKAN  DIRI
1. Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
mengundurkan diri sebelum dilaksanakan pemungutan
suara, Calon Kepala Desa yang telah mengundurkan diri
tersebut dikenai sanksi berupa mengganti biaya
Pemilihan Kepala Desa.
2. Biaya pengganti Pemilihan Kepala Desa menjadi pendapatan
desa dan disetor ke rekening kas desa.
3. Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum
dilaksanakan pemungutan suara dilarang mencalonkan diri
dalam Pemilihan Kepala Desa untuk periode yang sama.
 


	22. 4.PENETAPAN CALON KEPALA  DESA
 Berkas Bakal Calon yang telah memenuhi syarat
administrasi dan telah diumumkan beserta Berita Acara
Penetapan Bakal Calon disampaikan oleh Panitia
Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon
Kepala Desa dengan Surat Keputusan BPD selambat-
lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.
 Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan paling sedikit
2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. .
 


	23. 5.PENENTUAN NOMOR URUT  DAN FOTO
CALON KEPALA DESA
 Setiap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disimbolkan
foto muka Calon Kepala Desa dan diberi nomor urut berupa abjad angka.
 Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dengan cara undian yang dilakukan oleh
masing-masing Calon Kepala Desa.
 Penentuan foto Calon Kepala Desa berupa foto yang dicetak oleh panitia pemilihan.
 Undian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh)
hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dalam suatu Rapat Pleno Panitia
Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, BPD dan masyarakat
dengan disertai Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala Desa
 Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor rurut dan kampaye, calon kepala
Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan
kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi damai, iring-iringan, konvoi, dan
mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan
 


	24. 6. KAMPANYE CALON  KEPALA DESA
 Dilarang melaksanakan kegiatan besar, konser, pertunjukan
seni budaya, kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan
olah raga bersama;
 Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media
cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 Dalam hal kampanye menggunakan media cetak dan media
elektronik dan/atau media sosial tidak dapat dilakukan,
kampanye tatap muka atau secara langsung dapat
dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir
paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan;
 


	25.  Pembagian bahan  kampanye harus dalam keadaan
bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap
zat cair, telah diseterilkan dan dapat disertai dengan
identitas calon kepala desa berupa nama, gambar,
nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun
cair, hand sanitazer. Disinsfektan bebasis alkohol 70%
(tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci
tangan;
 Calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang
positif terpapar wabah penyakit menular pandemi
dilarang terlibat dalam kegiatan kampaye.
 


	26. 7.MASA TENANG
 Masa  tenang diberlakukan dan dilaksanakan dimulai
pada saat waktu berakhirnya kampanye dan berakhir
pada waktu akan dimulainya pemungutan suara.
 Pada masa tenang Calon Kepala Desa yang Berhak
Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye,
pengenalan Calon yang Berhak Dipilih dan bahan dan
alat peraga kampanye harus ditarik oleh Calon Kepala
Desa atau pendukungnya dan tidak boleh beredar.
 Jangka waktu masa tenang ditetapkan oleh Bupati.
 


	27. 8. PENGUMUMAN
WAKTU PEMUNGUTAN  SUARA
 Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan
memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan
pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang penyelenggaraan
pemungutan suara beserta TPS Pemilihan Kepala Desa.
 Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat
pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan;
 Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat
Pemilihan diselenggarakan;
 Mereka yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat
meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sehari sebelum
hari Pemungutan Suara dilaksanakan.
 Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul
24.00 WIB pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat
meminta kepada Panitia Pemilihan untuk masuk dalam DPT dan dilayani setelah Pukul
11.00 sampai dengan 15 (limabelas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan
suara.
 


	28. 9.PEMUNGUTAN
SUARA
 Pelaksanaan tahapan  Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi
bencana non alam wabah penyakit menular pandemi
dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan
 Penerapan protokol Kesehatan meliputi:
 Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur
pelaksana paling tinggi 37,3’ (tiga puluh tujuh derajat koma
tiga celcius);
 Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung, mulut hingga dagu dan/atau pelindung
wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan
Kepala Desa, timpen gawas dan pemilih;
 Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS;
 Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga
jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 


	29. LANJUTAN
 Menghindari terjadinya  kerumunan baik di dalam
maupun di luar ruangan;
 Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air
mengalir serta Hand sanitizer di tempat
penyelenggaraan;
 panitia dan pemilih dapat disediakan/membawa alat
tulis masing-masing;
 melakukan penyemprotan disinsfektan pada tempat
pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah
pelaksanaan kegiatan;
 penyesuaian jarak dan tata tempat TPS;
 penyusunan tata letak tempat duduk dengan
penerapan jaga jarak;
 


	30. LANJUTAN
 penyediaan sumber  daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan
darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang
memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas
Penanganan wabah penyakit menular pandemi desa, dan
 menyiapkan bilik suara khusus bagi yang terindikasi Suhu badan di
atas 37.30 derajat celcius
 dilarang membawa anak BALITA ke area Pemilihan baik di dalam
Ruang TPS maupun di Luar TPS;
 bagi yang terpapar COVID-19 pada saat pemungutan Suara diberikan
Hak Suaranya untuk memilih, dengan terlebih dahulu di koordinasikan
dengan Saksi dan Tim Kesehatan, di saksikan dan diantar oleh
Pewakilan Panitia, Pengawas dan seluruh Saksi dari masing-masing
Calon Kepala Desa;
 Karena Kondisi Pandemi para Calon Kepala Desa hanya bisa memilih
di tempat pada TPS yang tercantum dalam DPT.
 


	31. 10.PENGHITUNGAN SUARA
 Dalam  hal perhitungan Hasil Pemungutan Suara,
Kartu Suara dihitung di masing-masing TPS,
selanjutnya di serahkan kepada Panitia Desa untuk di
rekap dalam Tabulasi, dengan di lakukan pengawalan
dari semua Saksi, Pengawas dan pihak Keamanan
dari TNI dan POLRI serta dihadiri oleh Panitia
Kecamatan.
 Bila dalam Berita acara Penghitungan / rekap
Tabulasi di tiap TPS ada sebagian atau seluruh Saksi
tidak menanda tangani, maka di anggap sepakat
 


	32. LANJUTAN
 Dalam Penghitungan  wajib ada unsur Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang
saksi, Panitia Pemilihan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang, Perwakilan Panitia Kecamatan,
Perwakilan orang yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan, 1 (satu) orang
perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 Dalam kondisi pandemic Covid 19, masa yang menyaksikan perhitungan untuk
diatur sehingga meminimalisir kerumunan, salah satunya dengan memanfaatkan
informasi teknologi misalnya dengan mengatur penayangan perhitungan secara
virtual.
 Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan
menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus)
ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT pada saat
pemungutan suara ditutup.
 


	33. PEMILIH DENGAN HALANGAN  FISIK
 Dalam pemungutan suara bagi Pemilih yang hadir
untuk memberikan suarai di TPS namun mempunyai
halangan fisik dan tidak dapat menggunakan hak pilih
sebagaimana mestinya dapat dibantu oleh Panitia
Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk dan
didampingi oleh petugas keamanan (Linmas).
 Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang
ditunjuk yang membantu pemilih yang mempunyai
halangan fisik wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan.
 


	34. TPS KHUSUS
 Pemilih  yang karena alasan tertentu tidak bisa hadir untuk memberikan
suara di TPS, akan difasilitasi dengan menyediakan TPS khusus.
 Pemilih yang akan menggunakan pelayanan TPS khusus wajib
melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan
perantaraan keluarga atau pengurus RT selambat-lambatnya 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 TPS khusus hanya melayani pemilih yang berada di wilayah desa
setempat dan tidak melayani pemilih yang pada saat pemungutan
suara berada di luar desa.
 TPS khusus menggunakan sarana mobilitas yang bisa menjangkau
wilayah desa dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang
panitia/petugas didampingi petugas keamanan dan saksi dari masing-
masing Calon Kepala Desa.
 


	35. WAKTU PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN  SUARA
 Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala
Desa dibuka pada pukul 07.00 WIB oleh Ketua
Panitia Pemilihan dan ditutup pukul 12.00
WIB. Dengan Pengaturan Waktu untuk
menghindari kerumunan
 Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa
dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan
selesai.
 


	36. PERPANJANGAN WAKTU
PEMUNGUTAN SUARA
  Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk paling
lama 60 (enam puluh) menit atas kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia
Pengawas, apabila sampai pukul 12.00 WIB jumlah pemilih yang hadir dan
menggunakan hak pilihnya belum memenuhi ketentuan 50% + 1
 Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara jumlah
pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan,
Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara sampai
dengan Pukul 16.00 WIB atas kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia
Pengawas.
 Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara jumlah
pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan,
Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan ditunda.
 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditunda/dibatalkan digabungkan
dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya dan selama
masa penundaan jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
 


	37. PENETAPAN CALON KEPALA  DESA TERPILIH
 Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara
Pemungutan Suara kepada BPD, paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai
pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan
keputusan BPD.
 BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih dan
menyampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima
laporan dari Panitia Pemilihan
 Ketua BPD mengusulkan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat
untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan keputusan Bupati dengan
melampirkan :
 Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 Berita Acara Penghitungan suara.
 1 (satu) bendel berkas asli permohonan Calon Kepala Desa terpilih
 


	38. PELANTIKAN KEPALA DESA
  Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa dan melantik Kepala Desa Terpilih
menjadi Kepala Desa, paling lambat 5 (lima) hari setelah
menerima usulan BPD.
 Bupati dapat melimpahkan kewenangan melantik Kepala Desa
Terpilih menjadi Kepala Desa kepada Wakil Bupati atau Camat.
 Dalam Kondisi Pandemi Covid 19, Pelantikan Kepala Desa
terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau
Virtual/elektronik
 


	39. Dalam hal pelantikan  Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung,
proses pelantikan dihadiri oleh :
 Calon kepaladesa terpilih bersama 1 (satu) orang
pendamping.
 forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten.
 Camat
 perangkat acara
 Undangan lainnya di sesuakan dengan Saran dan
Koordinasi dengan Satgas COVID-19
Pelantikan secara langsung mempertimbangkan jarak
dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima
puluh persen)
 


	40. PELANTIKAN KEPALA DESA
  Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih merupakan akhir dalam
tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 Upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada
Kepala Desa baru dengan cara Kepala Desa lama
menyerahkan memori jabatan kepada Kepala Desa baru dapat
dilaksanakan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
 Pelaksanaan acara serah terima jabatan Kepala Desa
merupakan kegiatan Pemerintah Desa dan tidak menjadi
tanggung jawab Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan
Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten
 


	41. TATA TERTIB PILKADES
  Dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala
Desa, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata
Tertib Pemilihan Kepala Desa.
 Tata tertib wajib dikonsultasikan dengan BPD dan Panitia
Pemilihan Kecamatan.
 Tata tertib ditetapkan dengan Peraturan Panitia
Pemilihan.
 Tata tertib dilarang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
 Tata tertib disesuaikan dengan Protokol Kesehatan
Sesuai Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 141. 4970
 


	42. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
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